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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai pelayanan yang telah banyak dilakukan oleh 

Instansi publik salah satunya adalah kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.  Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan satu-

satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan 

tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional 

dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan 

dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan 

kepada masyarakat, badan hukum, swasta, sosial ataupun 

keagamaan serta institusi pemerintah. 

Salah satu Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 adalah 

menjadikan Kantor Pertanahan Modern sebagai pusat layanan 

informasi pertanahan dan ruang berbasis elektronik. Oleh Karena 

itu transformasi digital akan dilakukan secara gradual sesuai 

dengan kesiapan kualitas data pertanahan dan ruang, sumber 

daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, serta akseptabilitas 

masyarakat. Strategi pelaksanaan transformasi digital yang 

mencakup aspek-aspek peningkatan kualitas data, peningkatan 

profesionalitas dan kompetensi digital SDM perlu disusun 

termasuk SDM mitra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, penyediaan infrastruktur teknologi 

informasi, proses bisnis dalam ekosistem digital, regulasi, 

komunikasi publik dan edukasi masyarakat serta penyediaan 

anggaran. 

Sebagai pelayan publik, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menjalankan suatu 

perubahan dari sistem manual ke sistem digital, namun masih 
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banyak belum menjalankan perubahan pengelolaan warkah dari 

sistem manual ke sistem digital untuk menyimpan dan mengelola 

dokumen pertanahan yang biasa disebut sebagai warkah 

pertanahan. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat 

pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah 

dipergunakan sebagai dasar pelayanan Pendaftaran, Pemeliharaan 

dan Informasi Pertanahan. Warkah disimpan dan dipelihara 

keasliannya sebagai arsip hidup oleh Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Masalah yang sering dihadapi oleh banyak Kantor 

Pertanahan  dalam mengelola warkah adalah masih terbatasnya 

SDM yang profesional dalam mengelola warkah dan penerapan 

sistem pengelolaan warkah yang disesuaikan dengan kemajuan 

teknologi informasi. Pengaruh globalisasi terutama di bidang 

teknologi informasi menuntut akselerasi dalam pengelolaan 

warkah. Pengelolaan warkah yang tidak bisa mengikuti kemajuan 

teknologi informasi akan menjadi penghambat kelancaran 

pelayanan suatu instansi. Pengelolaan warkah secara digital 

secara praktis akan menggunakan media internet dan 

pembangunan aplikasi sederhana yang bisa didapatkan secara 

mudah baik secara gratis (freeware) ataupun berbayar. 

Peningkatan pengelolaan yang profesional terhadap warkah 

merupakan suatu langkah untuk memaksimalkan fungsi arsip 

bagi kepentingan organisasi.  

                                                           

                      
 

Gambar 1. Kondisi Warkah di Kantor Pertanahan Kab. Jeneponto 
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Kondisi Warkah yang ada saat ini adalah sulit untuk di 

lacak/tracking ketika dibutuhkan dan adapun yang dapat 

ditemukan sungguh sangat menghabiskan waktu yang cukup 

lama. Pengelolaan warkah masih dilaksanakan dengan seadanya. 

Jumlah warkah yang semakin banyak sementara kondisi ruangan 

penyimpanan yang tidak bertambah, bahkan seringkali dijumpai 

dokumen warkah yang hilang atau tercecer. Kondisi yang penulis 

harapkan adalah adanya kemudahan untuk melacak posisi 

warkah, terbangunnya pondasi database sistem informasi dan 

meningkatkan kelancaran operasional dalam menunjang 

pelaksanaan pengelolaan warkah. Dalam proses pengelolaan 

warkah ini diperlukan suatu aplikasi data yang cepat, akurat dan 

informatif untuk kemudahan mengakses, mengelola, dan 

pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. 

B. Tujuan 

Hasil atau output dari Rancangan Aksi Perubahan ini 

bertujuan untuk membangun aplikasi yang berbasis web untuk 

pengelolaan warkah yang berbasis digital hingga terciptanya tata 

kelola warkah buku tanah dan surat ukur yang modern dalam 

rangka pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah yang 

efektif. 

C.  Manfaat 

Manfaat yang akan diperoleh dari Aksi Perubahan ini adalah : 

1. Bagi Team Leader: sebagai suatu tantangan dalam 

menerapkan kemampuan manajerial dalam melaksanakan 

inovasi pelayanan sebagai seorang pemimpin yang tangguh, 

dapat menambah wawasan berpikir untuk melakukan 

perbaikan pelayanan pekerjaan dan peningkatan 

kemampuan serta penerapan karakter – karakter pemimpin 

yang melayani (Servant Leadership). 
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2. Bagi unit kerja/instansi : sebagai bahan evaluasi dalam 

upaya peningkatan pelayanan publik dalam membangun 

citra yang lebih baik dimata masyarakat. 

3. Bagi Lembaga Pelatihan : Mampu memberi masukan pola 

terobosan/inovasi peningkatan pelayanan publik dalam 

bidang pertanahan. Melahirkan peserta didik yang kreatif 

dan inovatif sehingga mampu menjadi pemimpin yang 

berkualitas.  

4. Manfaat bagi penerima layanan : masyarakat akan semakin 

terbantu dalam layanan pendaftaran tanah baik dari segi 

moril maupun materil dengan peningkatan kepuasan 

pelayanan pertanahan dari penerima layanan terhadap 

kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. 
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BAB II  

PROFIL PELAYANAN 

 

A. Tugas dan Fungsi Pelayanan 

1. Tugas dan Fungsi Instansi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang, Kementerian ATR mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria/ 

Pertanahan dan Tata Ruang untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam 

rangka pelaksanaan tugasnya, Kementerian ATR 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan     

dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, 

penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan 

pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan 

ruang, serta penanganan sengketa dan konflik 

pertanahan;  

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang;  

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;  

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang;  

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 

pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang di daerah; dan  
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f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang.  

Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, 

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPN 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang 

pertanahan;  

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei 

dan pemetaan pertanahan;  

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penetapan hak dan pendaftaran tanah;  

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, 

penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana 

tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau 

kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;  

e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;  

f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan 

tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai 

rencana tata ruang;  

g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta 

penanganan perkara pertanahan; 

h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;  
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i. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan BPN;  

j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan 

dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;  

k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 

pertanahan; dan  

l. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang pertanahan. 

2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Tata 

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan 

Kantor Pertanahan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 

mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan, 

inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian 

informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan 

pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah 

dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, 

penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan 

kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja 

dan PPAT.  

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jeneponto digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Jeneponto 

 

Secara khusus dalam unit kerja Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jeneponto  yang menjadi fokus pada aksi perubahan ini, 

karena target untuk jangka pendek adalah terciptanya Tata 

Kelola warkah buku tanah dan surat ukur yang modern 

dalam rangka pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran 

Tanah yang efektif. 

3. Area Tugas dan Fungsi Unit Kerja Bermasalah 

Dalam menjalankan tugas Kepala Seksi Penetapan 

Hak dan Pendaftaran, terdapat area bermasalah seperti 

diuraikan dalam Tabel Diagnosa Organisasi berikut : 
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SEKSI PENATAAN DAN 
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No Tusi Kondisi Saat Ini Isu/GAP 
Kondisi Yang 

diharapkan 

A Pelayanan 

publik 

kepada 

lembaga 

dan lainnya 

1. Terdapat tunggakan 

penerimaan dimuka 

dari tahun 2018 s/d 

2022 berdasarkan 

data KKP 

2. Kinerja penyelesaian 

layanan pendaftaran 

tanah melebihi SOP 

bedasarkan data KKP 

Kinerja Pelayanan 

publik yang masih 

rendah akibat 

penyelesaian layanan 

pendaftaran tanah 

melebihi SOP 

1. Zero Tunggakan  

2. Meningkatnya 

realisasi PNBP  

3. Penyelesaian 

pekerjaan sesuai SOP  

4. Meningkatnya 

kepercayaan publik 

5. Meningkatnya indeks 

kepuasaan 

masyarakat 

B Tata Kelola 

Warkah 

dan Buku 

Tanah 

1. Kurangnya SDM 

untuk mengelola 

warkah yang dikelola 

secara kovensional  

2. Layanan 

Pemeliharaan data 

dan pendaftaran 

tanah  tidak sesuai 

dengan SOP 

3. Petugas warkah yang 

tidak tertib mencatat 

dan mengembalikan 

warkah buku tanah 

Tata Kelola Warkah 

dan Buku Tanah yang 

belum dikelola secara 

modern dan masih 

dengan sistem manual 

sehingga petugas 

warkah masih 

kesulitan dalam 

mencari warkah  

1. Modernisasi teknologi 

informasi warkah 

dengan melakukan 

implemetasi program 

pelayanan yang 

berbasis IT untuk 

mencapai target 

pelayanan yang cepat, 

tepat dan akurat 

2. Memudahkan Petugas 

Warkah dalam 

mencari buku tanah 

dan warkah dengan 

aplikasi 

3. Peningkatan kepuasan 

pelayanan pertanahan 

dari penerima layanan  

4. Meminimalisir 

hilangnya warkah dan 

Buku Tanah  
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C Keakuratan 

kelengkapa

n bahan 

pengelolaan 

informasi 

dan KKP 

berbasis 

data yuridis 

Pengelolaan informasi 

dan kkp berbasis data 

yuridis belum akurat 

karena data yuridis 

belum diupdate secara 

keseluruhan dan 

kesiapan data 

elektronik belum 

seluruhnya terpenuhi  

Kelengkapan bahan 

pengelolaan informasi 

dan KKP berbasis data 

yuridis belum akurat 

karena data yuridis 

belum diupdate secara 

keseluruhan 

Seluruh bidang tanah, 

buku tanah, dan surat 

ukur sudah tervalidasi 

untuk menuju siap 

elektronik 

Tabel 1. Diagnosa organisasi 

 

Berdasarkan hasil diagnosa organisasi yang dilakukan 

terdapat area bermasalah pada pelaksanaan pengelolaan 

warkah, yang menjadi faktor penghambat proses pelayanan 

pemeliharaan data dan pendaftaran tanah khususnya pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. 

 

B. Sumber Daya Instansi 

 Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto memiliki 61 

pegawai yang terdiri dari 25 orang ASN, 31 orang PPNPN, 2 orang 

Satpam, 2 orang OB dan 1 orang Pengemudi. 

 Khusus untuk Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 

memiliki pegawai sebanyak 16 orang, 1 orang kepala seksi, 2 

orang koordinator substansi, 1 orang analis, 1 orang pengelola 

administrasi, dan 11 orang PPNPN.  
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BAB III  

ANALISIS MASALAH 

 

A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan fungsi Yang 

Bermasalah 

 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Penetapan 

Hak dan Pendaftaran ada beberapa isu strategis yang timbul 

sebagai akibat ketidaksesuaian kondisi yang ada saat ini 

dengan kondisi yang diharapkan. Beberapa isu yang antara 

lain : 

1. Kinerja Pelayanan publik yang masih rendah akibat 

penyelesaian layanan pendaftaran tanah melebihi SOP.  

2. Tata Kelola Warkah dan Buku Tanah yang belum dikelola 

secara modern dan masih dengan sistem manual sehingga 

petugas warkah masih kesulitan dalam mencari warkah. 

3. Kelengkapan bahan pengelolaan informasi dan KKP berbasis 

data yuridis belum akurat karena data yuridis belum 

diupdate secara keseluruhan. 

B. Penetapan Masalah Utama  

Dalam penetapan masalah utama digunakan metode USG 

(Urgensy, Seriousness dan Growth), sebagai berikut : 

1. Urgency/Mendesak (U/M), yaitu seberapa mendesak atau 

banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani satu 

masalah.  

2. Seriousness/Kegawatan (S/G), yaitu seberapa serius suatu 

isu/masalah sehingga perlu segera diselesaikan dikaitkan 

dengan akibat yang akan ditimbulkan.  

3. Growth/Pertumbuhan (G/P), yaitu perkiraan atau     

seberapa besar kemungkinan makin memburuk/  

bertambah buruknya keadaan sejak isu/masalah mulai 

terlihat dan jika tidak diselesaikan. 
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NO Isu Strategis/ Masalah Nilai Total Rang

king 

Akibat 

U S G 

1 Kinerja Pelayanan publik 

yang masih rendah akibat 

penyelesaian layanan 

pendaftaran tanah melebihi 

SOP 

4 3 4 11 2 Rendahnya realisasi 

PNBP dan kepuasaan 

masyarakat pada 

layanan Pendaftaan 

tanah 

2 Tata Kelola Warkah dan 

Buku Tanah yang belum 

dikelola secara modern dan 

masih dengan sistem manual 

sehingga petugas warkah 

masih kesulitan dalam 

mencari warkah 

5 5 5 15 1 Layanan 

pemeliharaan data 

dan pendaftaran 

tanah menjadi 

lambat 

3 Kelengkapan bahan 

pengelolaan informasi dan 

KKP berbasis data yuridis 

belum akurat karena data 

yuridis belum diupdate 

secara keseluruhan 

3 3 4 10 3 Kesiapan data 

elektronik tidak 

terpenuhi 

Tabel 2. Metode USG Dalam Penetapan Masalah 

 

Untuk penilaiannya menggunakan Skala Likert dengan 

rentang nilai 1 sampai dengan 5, yaitu: 

 Nilai 5 : Sangat Besar;  

 Nilai 4 : Besar;  

 Nilai 3 : Sedang;  

 Nilai 2 : Kecil;  

 Nilai 1 : Sangat Kecil. 

Berdasarkan hasil Analisa dengan menggunakan metode 

USG, maka ditetapkan isu utama sebagai permasalahan yaitu 

Tata Kelola Warkah dan Buku Tanah yang belum dikelola 
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secara modern dan masih dengan sistem manual sehingga 

petugas warkah masih kesulitan dalam mencari warkah yang 

mengakibatkan layanan pemeliharaan data dan pendaftaran 

tanah menjadi lambat. Selanjutnya untuk mengetahui lebih 

dalam penyebab permasalahan tersebut, digunakan analisis 

diagram Fishbone. Analisis ini digunakan sebagai dasar 

penggalian inovasi untuk menjadi solusi dari permasalahan 

yang ditetapkan.  

 

 
 

   Kurangnya SDM                             tidak ada anggaran 

    pada seksi PHP                     pengadaan IT untuk warkah 

Pengetahuan Petugas                                                         Anggaran digitalisasi  
   Warkah terhadap tata kelola warkah               warkah tidak ada 

    Masih kurang                                                                    Anggaran pemeliharaan  

   Tingkat kepedulian ASN terhadap                            Warkah belum optimal 
    Pentingnya warkah kurang                                   Anggaran pengadaan  

             Lemari arsip digital  

              Tidak ada 

     
   Pengelolaan warkah masih              PC/Laptop                 

   Manual              untuk pengelolaan   

            Aplikasi                warkah tidak ada                    

  Sistem keamanan                 Pengelolaan                   Mobilitas 
   Pengelolaan warkah          Warkah tidak ada          warkah dicatat  

   Belum optimal                                                        di buku 

  

 
 

 
 

Gambar 3. Diagram Fishbone 

 

 

Dari diagram fishbone dapat diketahui faktor penyebab 

permasalahan, yaitu:  

a. MAN, Kurangnya SDM pada Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran khususnya petugas warkah yang mengerti tata 

kelola warkah dan kurangnya kepedulian ASN terhadap 

pentingnya warkah;  

b. MONEY, anggaran pengelolaan warkah belum dikelola 

secara optimal, tidak ada anggaran pengadaan IT untuk 

warkah, dan anggaran digitalisasi warkah belum ada. 
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c. METHOD, pelaksanaan kegiatan pengelolaan warkah masih 

dilakukan secara manual  dan sistem Keamanan dalam 

pengelolaan warkah belum optimal;  

d. MACHINE, Penggunaan aplikasi pengeloaan warkah belum 

ada; 

e. MATERIAL, belum ada PC/Laptop untuk pengelolaan 

warkah, mobilitas peminjaman warkah masih dicatat dalam 

buku manual. 

Analisa isu yang menggunakan metode USG dan analisis 

penyebab masalah yang menggunakan Fishbone, gagasan aksi 

perubahan yang akan dilakukan yaitu Modernisasi Teknologi 

Informasi Warkah melalui SILOKA_BTS (Sistem Pengelolaan 

Warkah Buku Tanah dan Surat Ukur) yang berbasis digital pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. 
 

C. Analisis Kelayakan Inovasi 

1. Kelayakan Administrasi 

Secara administrasi rencana aksi perubahan yang akan 

dilaksanakan masih dalam Tugas Pokok dan Fungsi dari 

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.  

2. Kelayakan Sumber Daya  

Kelayakan sumber daya dalam mendukung aksi perubahan 

ini adalah ASN dan PPNPN di Seksi PHP dan dukungan serta 

komitmen dari Kepala Kantor Pertanahan berikut ASN dari 

seksi lainnya dalam tim efektif  yang berkolaborasi sehingga  

kegiatan rancangan aksi perubahan ini layak dilaksanakan. 

3. Kelayakan Teknis  

Sehubungan waktu pelaksanaan implementasi aksi 

perubahan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, maka secara 

teknis dapat dilaksanakan dengan dukungan kompetensi 

sumber daya yang menguasai Teknologi Informatika dan 

untuk aplikasinya menggunakan software pengolahan data. 
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4. Kelayakan Regulasi  

Dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Warkah 

peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai 

dasar hukum adalah :  

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 1997 tentang Penyusunan Arsip  

b. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah  

c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia  

d. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 

Pertanahan. 



16 
 

BAB IV 

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 

 

A. Terobosan Inovasi 

1. Deskripsi Inovasi 

Strategi inovasi yang akan dilakukan dalam kegiatan 

ini adalah modernisasi teknologi informasi warkah melalui 

sistem pengelolaan warkah yang berbasis digital dimana hal 

tersebut dilakukan dengan : 

1) Tahap awal dilaksanakan pemilahan dokumen warkah 

berdasarkan jenis warkah tersebut, termasuk dokumen 

yang valid dan tidak valid, serta dilakukan labeling pada 

rak penyimpanan warkah.  

2) Scanning terhadap seluruh Warkah Buku Tanah dan 

Surat Ukur yang valid/sudah divalidasi yang ada di ruang 

warkah.  

3) Entry data yang  disusun berdasarkan Jenis Hak, Nomor 

Hak, Kelurahan/Desa, dan posisi di rak penyimpanan 

warkah menurut kaidah-kaidah indexing yang dapat 

memudahkan pemanggilan warkah dimaksud.  

4) Penyimpanan dokumen/upload dokumen kedalam media 

penyimpanan Offline. Untuk media penyimpanan ini akan 

dilengkapi dengan Akun, Password Pengamanan untuk 

memberikan Batasan kewenangan pihak-pihak yang 

dapat mengakses dokumen warkah. 

5) Tahap akhir, dokumen yang tersimpan dalam media 

offline diintegrasikan dengan sistem pencarian warkah 

yang dibuat. 

Pada rancangan aksi perubahan ini, digunakan teknologi 

informasi dalam bentuk sistem pencarian dalam pengelolaan 

dan keamanan warkah yang berbasis digital. Gagasan aksi 

perubahan yang akan dilakukan yaitu “Modernisasi 
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Teknologi Informasi Warkah Melalui SILOKA_BTS (Sistem 

Pengelolaan Warkah Buku Tanah dan Surat Ukur) yang 

berbasis digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jeneponto”. 

Konsep dan gagasan aksi perubahan digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.  Gagasan Aksi Perubahan 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 

 kurangnya pengetahuan petugas 
warkah tentang tata kelola warkah 

 

 Keluhan masyarakat/pemohon 
karena lamanya proses 
pendaftaran tanah (melebihi SOP) 

 

 Pengelolaan warkah masih manual 
dan mobilisasi warkah dicatat di 
buku manual 

Gagasan 

Perlunya modernisasi 
teknologi informasi warkah 

dengan melakukan 
implemetasi program 

pelayanan yang berbasis IT 
dan upaya untuk 
meminimalisir hilangnya 

warkah dan Buku Tanah 
akibat tidak tertibnya 

petugas mencatat mobilitas 

warkah 

GAB/Kesenjangan 

 Warkah belum dikelola 
secara modern (manual) 

 Petugas warkah sering 
kesulitan mencari 
warkah apabila 
diperlukan 

 Petugas warkah tidak 
tertib mencatat 
mobilisasi peminjaman 
warkah 

INOVASI 

SILOKA_BTS 

MANFAAT SILOKA_BTS 

 Pengelolaan warkah yang 
modern dan berbasis digital 

 Pencarian warkah lebih 
mudah 

 Pencatatan peminjaman 
warkah secara digital 

 Pengendalian  mobilitas 
peminjaman warkah  

Petugas Warkah dapat 
menggunakan teknologi 

informasi warkah SILOKA_BTS 
dalam mengelola warkah 

Kondisi yang diharapkan 

untuk pengelolaan 
warkah yang modern 
untuk pelayanan yang 

lebih efektif dan efisien 
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2. Model Inovasi 

Model Inovasi yang dilakukan dalam aksi perubahan 

ini adalah melalui pembuatan Aplikasi sistem pencarian 

warkah yang menuju kearah digitalisasi warkah, serta 

dengan memperhatikan efisiensi waktu dan mempermudah 

pencarian posisi warkah.  

Secara visual, model kanvas dalam aksi perubahan ini 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 

MITRA KERJA KEGIATAN UTAMA 
NILAI YANG 

DITAWARKAN 
HUBUNGAN KLIEN TARGET KLIEN 

1. Kantor Pertanahan 

Kab. Jeneponto       

2. Programmer                        

 

 

1. Pembentukan tim pelaksana 

aksi perubahan 

2. Melaksanakan koordinasi 

dengan Kantor Pertanahan 

3. Pembuatan rencana kegiatan 

4. Perancangan media/aplikasi 

5. Uji Coba Media/aplikasi 

6. Implementasi media/aplikasi 

 Transparan & Akuntabel : 
1. Memberikan kemudahan 

untuk mengakses 

layanan informasi 

warkah 

2. Menyelesaikan 

pelayanan tepat waktu, 

mudah dan terjangkau 

 Responsif :                                                                                                                                                               
Pengelolaan warkah tidak 

manual/konvensional lagi 

1. Tertib administrasi 

2. Tepat waktu 

3. kerjasama 

1. Kantor Pertanahan 

2. PPAT/PPATS 

3. Pemohon/ masyarakat 

4. Bank 
 

UNSUR BIAYA SUMBER DAYA PELAYANAN                       RESIKO 

1. honorarium                                         

2. belanja bahan                                              

3. belanja barang 

operasional lainnya 

1. komitmen pimpinan 

2. tenaga ahli komputer  

3. pengelola warkah 

Peningkatan pelayanan 

pemeliharaan data dan 

pendaftaran tanah 

1. Resistensi dari ASN 

terhadap pengelolaan 

warkah 
2. Kehilangan, kerusakan 

dan kecurangan 

terhadap pengelolaan 

warkah 
3. Bencana alam 

IMBALAN/REVENUE LEGALITAS SUSTAINABILITAS AKUNTABILITAS 

1. Tersedianya aplikasi 

sistem pengelolaan 

warkah 

2. Pengelolaan warkah 

yang efektif , efisien 

dan modern 

1. PP Nomor 34 Tahun 1997 tentang Penyusunan Arsip 

2. Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah  

3. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik 

4. Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian ATR/BPN 

5. Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 17 Tahun 2020 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPNl dan Kantor 

Pertanahan 

1. Peningkatan 

pelayanan 

pemeliharaan data 
dan pendaftaran tanah 

pada Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten Jeneponto 
2. Aplikasi 

diproyeksikan akan 

terintegrasi dengan 

aplikasi KKP 

1. Kemudahan dalam 

pencarian warkah 

2. Tersedianya informasi 
mobilitas warkah 

    

    
 

Tabel 3. Kanvas Inovasi 
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 Hasil Inovasi 

No Tujuan Output 

1 Jangka Pendek (Output) 

Membangun aplikasi yang berbasis 

web dengan sistem local host yang 

tidak terhubung dengan jaringan 

internet dan server pusat untuk 

pengelolaan warkah melalui 

SILOKA_BTS (Sistem Pengelolaan 

Warkah Buku Tanah dan Surat Ukur) 

yang berbasis digital  

Terciptanya tata kelola warkah buku 

tanah dan surat ukur yang modern 

dalam rangka peningkatan pelayanan 

Pemeliharaan Data Pendaftaran 

Tanah yang efektif 

2 Jangka Menengah (Outcome) 

Terciptanya pengelolaan warkah 

yang modern berbasis digital yang 

dilakukan sesuai prosedur dan 

aturan yang berlaku 

Terciptanya kemudahan dalam 

pencarian warkah Buku Tanah dan  

Surat Ukur serta terciptanya 

pengendalian mobilitas Warkah 

3 Jangka Panjang (Impact) 

Terwujudnya Peningkatan pelayanan 

pemeliharaan data dan pendaftaran 

tanah pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jeneponto 

Terlaksananya modernisasi teknologi 

informasi pengelolaan warkah yang 

menerapkan prinsip manajemen dan 

kearsipan modern berbasis digital 

Tabel 4. Hasil Inovasi 

 

 Manfaat Inovasi 

Manfaat  yang akan diperoleh dari Aksi Perubahan ini 

adalah : 

1. Manfaat Internal 

a. Melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat 

Pengawas untuk melakukan kolaborasi baik secara 

internal maupun eksternal dalam mengelola tugas-

tugas yang ada. 
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b. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan 

warkah dengan perubahan cara kerja dari 

konvensional/manual menjadi digital. 

c. Menerapkan kemampuan manajerial dalam 

melaksanakan inovasi pelayanan sebagai seorang 

pemimpin yang tangguh, dapat menambah wawasan 

berpikir untuk melakukan perbaikan pelayanan 

pekerjaan dan peningkatan kemampuan serta 

penerapan karakter–karakter pemimpin yang melayani 

(Servant Leadership) 

d. Peningkatan pelayanan dan pengendalian kegiatan 

pemeliharaan data pada seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran dengan melakukan implemetasi program 

pelayanan yang berbasis IT untuk memberikan 

pelayanan publik yang lebih berkualitas 

2. Manfaat Eksternal 

a. Sebagai database media Digital dalam pengelolaan 

Warkah. 

b. Peningkatan kepuasan pelayanan pertanahan dari 

penerima layanan pemeliharaan data dan pendaftaran 

tanah. 

c. Masyarakat akan semakin terbantu dalam layanan 

pendaftaran tanah baik dari segi moril maupun 

materil dengan peningkatan kepuasan pelayanan 

pertanahan dari penerima layanan terhadap kinerja 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. 
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B. Tahapan Kegiatan 

Rencana tahapan kegiatan diuraikan dalam tabel berikut : 

No 

 

Tahapan Rancangan 

Kegiatan 

 

Indikator Kegiatan Output 

Waktu 

 
Pelaksanaan 

Mar April Mei 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan             

 
Konsultasi dan 

Koordinasi dengan 

Mentor 

Koordinasi dan konsultasi 

implementasi rancangan 

Arahan 

mentor 

         30 Mar 

 Pembentukan Tim Terbentuknya Tim SK Tim 
         31 Mar 

 Rapat Tim Kerja 
Penyampaian tujuan dan 

pembagian tugas 

Notulen 

Rapat 

         1 Apr 

2 Pelaksanaan   
          

 Penyusunan Desain 

Aplikasi 

Terbentuknya Desain 

aplikasi 

Dokumen

tasi 

         4-14 apr 

 Inventarisasi Data 

Pendukung 

Tersedianya data yang 

sudah dientri dalam bentuk 

file pdf 

Dokumen

tasi 

         4-29 apr 

 Pembuatan Aplikasi Tersedianya sistem aplikasi  
Dokumen

tasi 

         18 apr-  6 

mei 

 Uji Coba Pengelolaan 

Aplikasi 

Sistem aplikasi sudah siap 

digunakan 

Dokumen

tasi 

         9-20 mei 

3 Evaluasi dan 

Pelaporan 
  

          

 Evaluasi Dokumentasi 

dan Pelaporan 

Pengawasan dan 

Pengendalian kegiatan 

Dokumen

tasi 

         23-30 mei 

 
Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)  

1. Sumber Daya Manusia  

Dalam pelaksanaan aksi perubahan, perlu dilakukan 

identifikasi para stakeholder terkait dengan konsep 

perubahan yang diusulkan. Adapun stakeholder dalam 

pelaksanaan aksi perubahan ini, melibatkan pihak-pihak 

lain baik internal maupun eksternal di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jeneponto. Agar pelaksanaan aksi perubahan 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, maka perlu 

adanya identifikasi dari pihak-pihak yang terlibat baik 

langsung maupun tidak langsung sebagai pemangku 
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kepentingan (stakeholders) untuk mengetahui pengaruh 

(influence), dukungan/kepentingan (interest), kemungkinan 

adanya hambatan/penolakan (resistance), dan pengaruhnya 

terhadap aksi perubahan ini baik formal maupun informal.  

 

Pengaruh 

 

 

 

 

Kepentingan 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pemetaan  Stakeholder 

 

Setiap stakeholders dikelompokkan ke dalam empat 

kategori berdasarkan cirinya, yaitu : 

 Promoters     memiliki kepentingan dan kekuatan  yang 

besar terhadap program untuk membantu membuatnya 

berhasil (atau menggagalkannya).  

 Defenders      memiliki kepentingan pribadi terkait dengan 

aplikasi yang dibuat untuk kelancaran permohonannya 

dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, 

tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan.  

 Latents   tidak memiliki kepentingan khusus maupun 

terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar 

Latens 

 
 Pusat Data dan 

Informasi 

Promoters  
 

 Kepala Kantor  
 Tim Efektif Aksi Perubahan 

 

 Masyarakat pada 

umumnya 

 
 

 PPAT /PPATS 
  Bank  
  Pemohon 
 

Latens Promoters 

Apahetics Defenders 
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untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi 

tertarik.  

 Apathetics   kurang memiliki kepentingan maupun 

kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya 

kegiatan. 

Identifikasi Stakeholder yang berpengaruh (positif/negatif) 

dan berkepentingan (kuat/lemah) serta hubungan kerja, 

baik secara kelompok maupun perorangan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan ini diuraikan sebagai berikut : 

No Stakeholder Peran Pengaruh 
Hubungan 

Kerja 

1 Kepala Kantor 
Pertanahan 

Membina dan memantau 

setiap progres dari aksi 
perubahan yang 

dilaksanakan 

( + ) Mentor 

2 Tim Efektif Aksi 
Perubahan 

Pendukung Terlaksananya 
aksi perubahan 

( + ) 
Anggota Tim 

Aksi Perubahan 

3 
Pusdatin 

Kementerian 
ATR/BPN 

Pendukung Terlaksananya 

aksi Perubahan 
( + ) Koordinasi 

4 PPAT/PPATS Pengguna Layanan  ( - ) 
Mitra Kerja 
Eksternal 

5 Bank Pengguna Layanan ( - ) 
Mitra Kerja 
Eksternal 

6 Masyarakat/Pe

mohon 
Pengguna Layanan ( - ) 

Mitra Kerja 

Eksternal 
 

Tabel 6. Identifikasi Stakeholder Eksternal dan Internal 

Tim Kerja dalam suatu Aksi Perubahan adalah penentu 

keberhasilan aksi perubahan, oleh karenanya seorang 

pemimpin perubahan diharuskan terlebih dahulu 

merancang pembentukan tim yang selanjutnya disebut Tim 

Efektif dalam melakukan perubahan. Tim efektif diuraikan 

dalam struktur organisasi pelaksana aksi perubahan 

sebagai berikut: 
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Gambar 6. Struktur Tim Efektif 

Tugas dan fungsi dari setiap komponen tim adalah 

sebagai berikut:  

1. Mentor     Membina dan memantau setiap progres dari aksi 

perubahan yang dilaksanakan;  

2. Ketua Tim selaku Penanggung Jawab kegiatan/Project 

Leader    Memimpin jalannya aksi perubahan untuk dapat 

mencapai tujuan bersama;    

3. Widyaiswara PPSDM selaku Coach   Memberikan masukan 

dan motivasi kepada penyusun rancangan aksi perubahan; 

4. Tim Pengembangan Aplikasi    Melakukan pengembangan 

aplikasi, melakukan test terhadap aplikasi dan 

memperbaiki permasalahan yang timbul pada aplikasi; 

5. Tim Pengelola    Melakukan pengumpulan data pada 

satuan kerja yang selanjutnya disampaikan pada tim 

pengembangan aplikasi; 

Pembina/Mentor 

Kepala Kantor  

Project Leader 

Kasi PHP 

Coach 

WI PPSDM 

Tim Pengembangan 
aplikasi 

ASN, PPNPN, PIHAK 

KETIGA 

Tim Pengelola 

ASN dan PPNPN 

Tim Sarana dan 

Prasarana 

ASN dan PPNPN 
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6. Tim Sarana dan Prasarana    Memenuhi kebutuhan terkait 

sarana dan prasarana pada bagian pengembangan aplikasi 

dan bagian pengelola 

2. Peralatan 

Aksi perubahan ini akan menggunakan peralatan berupa 

perangkat keras, perangkat lunak, dan alat tulis. Perangkat 

keras yang akan digunakan yaitu komputer/laptop, printer, 

scanner, dan kamera dokumentasi. Sedangkan perangkat 

lunak yang akan digunakan yaitu aplikasi program. 

3. Anggaran 

Anggaran yang akan digunakan menyesuaikan dengan 

ketersediaan anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jeneponto. 

D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan 

Pada rancangan aksi perubahan ini, pengendalian mutu 

pekerjaan diterapkan dengan menggunakan metode PDCA 

tersebut yang dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Siklus Pengendalian Mutu Pekerjaan 

 

1. Plan : Tahapan ini merupakan tahapan perencanaan yaitu 

dilaksanakan Konsultasi dan koordinasi, rapat persiapan 

kegiatan dan pembentukan tim  

2. Do : Setelah tahapan perencanaan selesai, tahapan 

selanjutnya adalah membuat aplikasi Sistem pengelolaan 

                  

 

 

 

 

PLAN ACT 

CHECK DO 

Evaluasi masalah-masalah 

terhadap pembuatan aplikasi 

o Konsultasi dan Koordinasi   
o Rapat Persiapan Kegiatan 
o Pembentukan Tim 

 

 Pengumpulan Data Pendukung 
oleh Tim 

 Pembuatan Aplikasi 
 

Uji Coba Aplikasi 
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warkah (SILOKA_BTS) dengan segala tools yang mendukung 

penggunaan aplikasi.  

3. Check : Tahapan ini dilakukan uji coba aplikasi. 

4. Act :  Tahapan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi 

masalah-masalah terhadap pembuatan aplikasi. Sampai di 

tahapan Act ini, kemudian kembali lagi pada tahapan Plan 

dan seterusnya sampai permasalahan terselesaikan.  

E. SOP Pelayanan Publik 

Standar Operasional Prosedur adalah suatu pedoman atau 

acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 

fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah 

berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan 

prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja 

pada unit kerja yang bersangkutan (Atmoko, 2012). Standar 

Operasional Prosedur pelayanan publik merupakan sistem yang 

disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan 

pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan perincian 

atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang 

berulang-ulang yang diselenggarakan dalam satu organisasi. 

Mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi 

panduan bagi pegawai, penghematan biaya, kemudahan 

pengawasan dan terkoordinasi dengan baik antar bagian-

bagian yang berlainan dalam satu organisasi. 

Bagan alir Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan 

Aplikasi SILOKA_BTS sebagai modernisasi teknologi informasi 

warkah, diuraikan  secara mendetail dalam 4 flowchart yang 

merupakan satu kesatuan dalam sebuah sistem  sebagai 

berikut : 
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LOGIN

ADMIN SISTEM

Ph
as

e
MULAI

LOGIN
MENVRIFIKASI 

AKUN

MENAMPILKAN 
KETERANGAN 
AKUN INVALID

MENAMPILKAN 
DASHBOARD

MENERIMA 
INFO LOGIN

INVALID

MENAMPILAKN 
HALAMAN 

DASHBOARD

DATA PENGGUNA DATA

VALID

TRANSAKSI

 

Gambar 8. Flow Chart_1 SOP 

DATA PENGGUNA

ADMIN SISTEM

Ph
as

e

DATA PENGGUNA

TAMPILAN DATA 
PENGGUNA

MELAKUKAN TAMBAH 
DATA PENGGUNA

MENERIMA INFO DATA 
UPLOAD

GAGAL 

BERHASIL

MENAMBAH DATA 
PENGGUNA

DATA BERHASIL 
UPLOAD

DATA GAGAL 
UPLOAD

 

 

Gambar 9. Flow Chart_2 SOP 

DATA
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Ph
as

e

DATA

MENURUNKAN 
NAVBAR

DATA BUKU KATEGORI RAK

MELAKUKAN TAMBAH 
DATA BUKU

MELAKUKAN TAMBAH 
KATEGORI

MELAKUKAN TAMBAH 
RAK

MENAMBAH 
KATEGORI

DATA BERHASIL 
UPLOAD

DATA GAGAL 
UPLOAD

DATA BUKU MENAMBAH RAK

MENERIMA INFO DATA 
UPLOAD

INVALID

INVALID
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Gambar 10. Flow Chart_3 SOP 
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TRANSAKSI

ADMIN SISTEM

Ph
as

e
TRANSAKSI

MENURUNKAN 
NAVBAR

PEMINJAMANPENGEMBALIAN

MENAMBAH DATA 
PEMINJAMAN

DATA BERHASIL 
UPLOAD

DATA GAGAL 
UPLOAD

MELAKUKAN 
PENDATAAN 

PEMINJAMAN

MENERIMA INFO DATA 
UPLOAD

GAGAL

BERHASIL

 

Gambar 11. Flow chart_4 SOP 

Penjelasan : 

 Seorang petugas untuk mengakses aplikasi atau sistem ini 

harus melakukan login 

 Setelah melakukan login, sistem akan memferivikasi apakah 

akun yang digunakan terdaftar atau tidak 

 System akan menentukan apakah kembali kehalaman login 

atau ke dashboard, petugas akan melihat halaman atau 

tampilan tersebut 

 Di tampilan layar monitor akan terlihat navbar yang 

memperlihatkan 3 pilihan yaitu data pengguna, data dan 

transaksi  

 Pada data pengguna, diisi data peminjam warkah oleh 

petugas 

 Pada menu pilihan data terdapat 3 pilihan penambahan 

data, yaitu tambah warkah, tambah kategori dan juga 

tambah rak, disini petugas warkah/admin terlebih dahulu 

melakukan entri pada menu tambah rak dan tambah 

kategori sebelum mengentri pada menu tambah warkah 

yang sebelumnya telah tersimpan pada penyimpanan data 

offline 



29 
 

 Rak adalah rak tempat penyimpanan bundel warkah yang 

telah diberi label 

 Kategori adalah warkah berdasarkan klasifikasi jenis hak, 

Warkah Surat Ukur, dan Warkah Pendaftaran Tanah. 

 Pada saat petugas menambahkan data warkah kedalam 

system akan ada pilihan kategori dan rak sesuai dengan 

yang telah di input sebelumnya. 

 Menu transaksi dipilih/dipakai oleh petugas pada saat 

mencatat peminjaman warkah untuk pelayanan 

pemeliharaan data dan kegiatan pendaftaran tanah 

 Pada menu detil transaksi - peminjaman warkah hanya 

berisi nama pegawai yang berwenang dan terdaftar sebagai 

peminjam warkah oleh sistem yang telah diisi oleh admin. 

Transaksi ini berfungsi untuk membantu keamanan warkah 

yang tersimpan dan untuk mengetahui histori peminjaman 

warkah apabila warkah yang diminta tidak berada di dalam 

ruang warkah. 
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BAB V  

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 

 

A. Deskripsi Proses Kepemiminan 

1. Membangun Integritas 

Proses pembangunan integritas dimulai dari diri 

seorang pemimpin untuk dapat menjadi panutan atau 

pedoman bagi staf sehingga proses kerja tim dapat berjalan 

secara efektif. Seorang pemimpin yang berintegritas harus 

memiliki nilai–nilai integritas seperti berani jujur, disiplin, 

berdaya juang tinggi serta dapat menjalin komunikasi yang 

baik. 

Etika dan integritas yang diterapkan dengan 

sungguhsungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara 

ASN yang diwujudkan dalam bentuk Pemerintahan yang 

baik juga ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta 

wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang No. 8  tahun 1974 tentang Pokok- 

Pokok Kepegawaian, serta perubahannya pada Undang-

Undang No. 43 tahun 1999, yang kini telah digantikan 

denganUndang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, ini semua pastinya jika di implementasikan 

secara sungguh sungguh akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap warga 

Negara.  

Penyusunan Aksi Perubahan yang kami laksanakan 

diharapkan mampu memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan kebutuhan perubahan kinerja pelayanan yang 

sangat mendasar yaitu Informasi yang cepat, mudah, aman 
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serta mewujudkan layanan yang inovatif di era transformasi 

digital. 

Dalam rangka mewujudkan integritas individu dan 

organisasi khususnya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jeneponto, maka Project Leader mencoba untuk 

memanfaatkan teknologi informasi sebagai suatu media 

yang dapat meningkatkan Kualitas dan kelancaran 

operasional Pengelolaan Warkah yang modern pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jeneponto. 

2. Pengelolaan Budaya Layanan 

Budaya pelayanan yang baik tentu akan memberikan 

dampak dan citra yang baik bagi si penerima layanan, dalam 

hal ini adalah masyarakat luas. Apabila masyarakat telah 

memiliki pandangan baik terhadap si pemberi layanan, 

maka layanan yang diberikan sendiri tentu bukanlah suatu 

hal yang tabu melainkan dapat melahirkan suatu 

keistimewaan tersendiri baik bagi si penerima layanan 

maupun pemberi layanan. 

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini Project Leader 

melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap semua 

stakeholder yang terlibat. Strategi komunikasi yang 

dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik 

ataupun bertatap muka secara langsung kepada 

stakeholders, hal ini tergantung kebutuhan dan disesuaikan 

dengan posisi pada kuadran Stakeholders. 

Strategi komunikasi yang dilakukan dengan 

stakeholder Promoters, yaitu : 

1. Promoters    Kepala Kantor Pertanahan dan Tim Efektif 

Aksi Perubahan :  

a. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens. 

b. Melibatkan promoters dalam kegiatan Aksi 

Perubahan.  
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2. Defenders    Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS), 

Bank, dan Pemohon:  

a. Meningkatkan hubungan informal, meminta 

dukungan, masukan dan informasi.  

b. Koordinasi dan sosialisasi akan manfaat Aksi 

Perubahan.  

3. Latens   Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata 

Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan :  

a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang 

penggunaan dan manfaat dari adanya Aksi 

Perubahan;  

b. Meminta dukungan serta komitmen guna tercapainya 

keberhasilan dari Aksi Perubahan.  

4. Apathetich     Masyarakat pada Umumnya:  

a. Memberikan informasi tentang manfaat dari Aksi 

Perubahan;  

b. Melakukan komunikasi yang baik. 

3. Pengelolaan Tim 

Selaku pemimpin aksi perubahan, Project Leader   

senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan 

selaku mentor dalam pembentukan tim kerja. Tim kerja 

dalam aksi perubahan ini telah ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto 

Nomor : 66/SK-73.04.UP.02/III/2022  Tanggal 31 Maret 

2022 tentang Pembentukan Dan Penetapan  Tim Aksi 

Perubahan Dalam Rangka Modernisasi Teknologi Informasi 

Warkah Melalui SILOKA_BTS (Sistem Pengelolaan Warkah, 

Buku Tanah dan Surat Ukur) Yang Berbasis Digital Pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. Adapun susunan 

tim kerja terdiri dari : 
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NO 

 

NAMA 

 

 

PANGKAT/ 

GOLONGAN 

JABATAN 

 

JABATAN DALAM 

TIM 

1 2 3 4 5 

 

1. 
 

2. 

 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

 

 
 

 

5. 
 

 

 
 

 

 
6. 

 

 
 

 

 

7. 
 

 

 
 

 

 
 

 

8. 
 

 

9. 

 
 

10. 

 
 

 

 

 

Irvan Thamrin, S.S.T., M.T. 
 

Saraswati Ramli, S.E. 

 
 

 

Natsrianty Naim, S. Sos 
 

 

Dirga Maulansyah Guwandi, S.T. 

 
 

 

 
 

 

Dimas Adi Nugraha, S.H 
 

 

 
 

 

 

Hafidz Laksana Nugraha, S. H 
 

 

 
 

 

Haryo Andi Setiaji, S.H. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mukarramah, S.Sos 

 
 

Abdul Bari   

 
 

Iqbal 

 
 

 

 

 

Pembina Tk.I/IVa 
 

Penata Tk.I/IIId 

 
 

 

Penata Tk.I/IIId 
 

 

Penata Muda/IIIa 
 

 

 

 
 

 

Penata Muda/IIIa 
 

 

 
 

 

 
Penata Muda/IIIa 

 

 
 

 

 

Penata Muda/IIIa 
 

 

 
 

 

 
 

 

Penata Muda/IIIa 
 

 

Pengatur Muda 

Tk.I/IIb 
 

PPNPN 

 
 

 

 

 

Kepala Kantor 
 

Kepala Seksi 

Penetapan Hak 
dan Pendaftaran 

 

Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha 

 

Koordinator 
Kelompok  

Substansi 

Pengukuran dan 

Pemetaan 
Kadastral 

 

Koordinator 
Kelompok 

Substansi 

Pemeliharaan Hak 
Tanah, Ruang dan 

Pembinaan PPAT  

 
Koordinator 

Kelompok 

Substansi 
Penetapan Hak 

Tanah dan Ruang 

 

Plt. Koordinator 
Kelompok 

Substansi 

Pendaftaran 
Tanah dan Ruang, 

Tanah Komunal 

dan Hubungan 
Kelembagaan 

 

Analis Hukum 
Pertanahan 

 

Pengadministrasi 

Pertanahan 
 

Operator 

Komputer 

 

Mentor/ Pengarah 
 

Project Leader 

 
 

 

Tim Sarana 
Prasarana  

 

Tim Sarana 
Prasarana  

 

 

 
 

 

Tim Pengelola/ 
Pengumpul data 

 

 
 

 

 
Tim Pengelola/ 

Pengumpul data 

 
 

 

 

Tim Pengembangan 
aplikasi 

 

 
 

 

 
 

 

Tim Pengembangan 
aplikasi 

 

Tim Pengelola/ 

Pengumpul data 
 

Tim Pengembangan 

aplikasi 
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11. 

 

 

12. 
 

 

13 
 

 
Taslim, SP 

 

 

Andi Rezki Haryadi 
 

 

Laptur 

 
PPNPN 

 

 

PPNPN 
 

 

PPNPN 
 

 
Tim Pengelola/ 

Pengumpul data 

 

Tim Pengelola/ 
Pengumpul data 

 

Tim Sarana 
Prasarana 

 

Tabel 7. Susunan Tim Kerja Aksi Perubahan 

 

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan 

1. Capaian Tahapan Inovasi 

Implementasi dari tahapan aksi perubahan yang telah 

dilakukan oleh ketua tim dalam aksi perubahan, dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Jadwal 

RAP 

Pelaksa

naan 
Tahapan 

Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Output 

Capaian   

Hasil RAP 
 

30 
Maret 

2022 

30 
Maret 

2022 

P
E

R
S
IA

P
A

N
 

Koordinasi dan 
konsultasi 

implementasi 

rancangan 

 
Pernyataan dukungan 

dan arahan terkait apa 
saja yang dipersiapkan 

dalam melaksanakan 
kegiatan 

 

100% 

31 
Maret 
2022 

31 
Maret 
2022 

Pembentukan 
Tim 

SK TIM 100% 

1 April 
2022 

1 April 
2022 

 

Rapat Tim 
Kerja, 

Penyampaian 
tujuan dan 

pembagian 
tugas 

 

 

Notulen Rapat 100% 
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4 s/d 14 
April 

2022 

4 s/d 14 
April 

2022 

 

P
E

L
A

K
S
A

N
A

A
N

 

       

Penyusunan 
Desain Aplikasi 

Dokumentasi 100% 

4 s/d 29 

April 
2022 

4 s/d 29 

April 
2022 

Inventarisasi 
Data Pendukung 

Pemilahan dokumen 
berdasarkan jenis, 

scanning, entri, labeling 
rak 

 

100% 

18 Apr 
s/d 6 

Mei 
2022 

18 Apr 
s/d 6 

Mei 
2022 

Pembuatan 

Aplikasi 

Tersedianya Sistem 

Aplikasi 
100% 

9 Mei 

s/d 20 
Mei 

2022 

9 Mei 

s/d 20 
Mei 

2022 

Uji Coba 

Pengelolaan 
aplikasi 

Sistem Aplikasi sudah 
siap digunakan 

100% 

23 s/d 
30 Mei 

2022 

23 s/d 
30 Mei 

2022 

E
V

A
L
U

A
S
I 

D
A

N
 

P
E

L
A

P
O

R
A

N
 

Evaluasi 
Dokumentasi 

dan Pelaporan 

Pengawasan dan 

Pengendalian kegiatan 
100% 

 
Tabel 8. Capaian Tahapan Inovasi 

 

Capaian yang telah diperoleh dalam rangka implementasi 

dari tahapan aksi perubahan yang telah dilaksanakan terutama 

dalam jangka pendek, yaitu selama 2 (dua) bulan masa 

implementasi aksi perubahan dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jeneponto selaku Mentor dalam Aksi Perubahan. 

Project Leader/Ketua tim aksi perubahan senantiasa 

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mentor 

mengenai tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan aksi 

perubahan, bagaimana proses pelaksanaannya dan apa saja 

tahapan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi 

Perubahan yang disusun oleh Ketua. Kegiatan ini telah 
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dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 dan sesuai dengan 

jadwal kegiatan pada rencana aksi perubahan. 

    

          

Gambar 12. Surat Pernyataan Dukungan 

 

2. Pembentukan Tim dan Rapat Kerja Tim, Penyampaian tujuan 

dan pembagian tugas.  

Kegiatan Rapat Pembentukan Tim Kerja telah dilaksanakan 

pada tanggal 31 Maret 2022, sesuai dengan jadwal kegiatan 

pada rencana aksi Perubahan, dengan dipimpin langsung 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto dan dihadiri 

oleh para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staff 

Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. 

Dalam rapat ini dilakukan analisa terhadap beberapa tahapan 

pekerjaan dalam pelaksanaan aksi perubahan dimaksud. 

Capaian pada tahap in adalah Keberhasilan melalui Tahapan 

Forming, dimana pada tahap ini adalah Langkah memfasilitasi 

hubungan antar para pihak yaitu dengan cara Menyusun dan 

memilih anggota TIM sesuai kebutuhan dan tujuan yang 

dimungkinkan berdasarkan Right Man in the Right Place dan 
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dilanjutkan dengan Menyusun SK dan perlengkapan 

administrasi lainnya untuk membagi hak dan kewajiban serta 

kewenangan Tim dan telah mendapat persetujuan dan  

dukungan dari Mentor. 

 

         

                                  

               

Gambar 13. SK PembentukanTim Aksi Perubahan 
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Gambar 14. Undangan Rapat 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15. Rapat Tim Kerja, Penyampaian Tugas dan Pembagian Kerja 
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Gambar 16. Notulen Rapat 

3. Penyusunan Desain Aplikasi, Inventarisasi Data Pendukung 

dan Pembuatan Aplikasi. 

Pada tahap selanjutnya dilakukan inti dari aksi perubahan, 

yaitu membahas mengenai rancangan aplikasi, pengumpulan 

data pendukung dan pembuatan aplikasi. Project Leader 

senantiasa melakukan koordinasi dengan anggota tim tentang 

apa saja yang harus ditampilkan dalam Sistem Pengelolaan 

Warkah, Buku Tanah dan Surat Ukur (SILOKA_BTS) untuk 

mendapatkan masukan dalam rangka pembuatan Aplikasi 

Pengelolaan Warkah, Buku Tanah dan Surat Ukur 

(SILOKA_BTS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. 
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Gambar 17. Koordinasi, Inventarisasi data, dan pembuatan aplikasi 

 

4. Uji Coba Aplikasi 

Proses ujicoba aplikasi berlangsung mulai tanggal 9 Mei 2022 

sampai 20 Mei 2022 dan setelah aplikasi dinyatakan telah 

dapat digunakan dengan sempurna, maka Project Leader 

selanjutnya melaksanakan sosialisasi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jeneponto. Proses sosialisasi sendiri dilaksanakan 

pada tanggal 23 Mei 2022. 

                              

                   

Gambar 18. Aplikasi SILOKA_BTS 
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Gambar 19. Sosialisasi aplikasi SILOKA_BTS dan evaluasi proyek perubahan 

 

5. Evaluasi dan Pelaporan 

Evaluasi dalam proses aksi perubahan ini senantiasa 

dilakukan secara berkala, namun proses evaluasi sendiri lebih 

intens dilaksanakan menjelang minggu keempat bulan Mei 

2022. Adapun tujuan dari proses evaluasi ini antara lain : 

a. Untuk mengetahui apakah ada prosedur dalam aplikasi 

yang belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

aksi perubahan;  

b. Untuk menerima masukan dari beberapa stakeholders 

dalam rangka penyempurnaan aplikasi;  

c. Untuk mengetahui secara keseluruhan hambatan, kendala 

dan permasalahan dalam proses pelaksanaan aksi 

perubahan yang telah dilaksanakan sehingga dapat 

diantisipasi untuk pelaksanaan jangka menengah dan 

jangka Panjang.  
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2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan 

Untuk melihat capaian dalam perbaikan sistem 

pelayanan dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

N
o 

Indikator Sisitem 
Perbaikan Layanan 

Sebelum Inovasi Setelah Inovasi 

1 Kesederhanaan proses 

Proses pengelolaan 
warkah masih 

dilakukan secara 
konvensional 

Proses pengelolaan warkah 

dilaksanakan melalui 
aplikasi SILOKA_BTS 

2 Kejelasan informasi 

Informasi terhadap 

mobilitas warkah 
sering tidak tercatat 

di dalam buku 
peminjaman warkah 

Informasi terhadap 

mobilisasi warkah tercatat 
dan terpantau dalam 

aplikasi SILOKA_BTS 

3 Ketepatan waktu 

Dalam pencarian 

warkah memerlukan 
waktu yang lama 

Informasi terhadap 
mobilias warkah tercatat 

dan terpantau dalam 
aplikasi SILOKA_BTS 

 

Tabel 9. Capaian dalam Perbaikan Sistem 

 

3. Manfaat Aksi Perubahan 

Manfaat yang akan diperoleh dari Aksi Perubahan ini 

adalah : 

1. Manfaat Internal 

a. Melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat 

Pengawas untuk melakukan kolaborasi baik secara 

internal maupun eksternal dalam mengelola tugas-

tugas yang ada.  

b. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan 

warkah dengan perubahan cara kerja dari 

konvensional/manual menjadi digital. 

c. Menerapkan kemampuan manajerial dalam 

melaksanakan inovasi pelayanan sebagai seorang 

pemimpin yang tangguh, dapat menambah wawasan 

berpikir untuk melakukan perbaikan pelayanan 
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pekerjaan dan peningkatan kemampuan serta 

penerapan karakter–karakter pemimpin yang 

melayani (Servant Leadership) 

d. Peningkatan pelayanan dan pengendalian kegiatan 

pemeliharaan data pada seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran dengan melakukan implemetasi 

program pelayanan yang berbasis IT untuk 

memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas 

2. Manfaat Eksternal 

a. Sebagai database media Digital dalam pengelolaan 

Warkah. 

b. Peningkatan kepuasan pelayanan pertanahan dari 

penerima layanan pemeliharaan data dan 

pendaftaran tanah. 

c. Masyarakat akan semakin terbantu dalam layanan 

pendaftaran tanah baik dari segi moril maupun 

materil dengan peningkatan kepuasan pelayanan 

pertanahan dari penerima layanan terhadap kinerja 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. 

 

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan 

1. Legalitas Penerapan Inovasi 

Untuk memastikan keberlanjutan Aksi Perubahan 

yang telah dilaksanakan oleh Ketua Tim beserta anggotanya, 

diperlukan dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jeneponto dalam bentuk Surat Keputusan untuk 

menetapkan penanggungjawab kegiatan dari Sistem 

Pengelolaan Warkah, Buku Tanah dan Surat Ukur 

(SILOKA_BTS) dimaksud serta dipublikasikan dan sebagai 

laporan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi 

Proyeksi kedepan yang direncanakan oleh Project 

Leader/ketua tim adalah Sistem Pengelolaan Warkah, Buku 

Tanah dan Surat Ukur (SILOKA_BTS) ini dapat terintegrasi 

dengan aplikasi pertanahan lainnya (misalnya aplikasi KKP, 

aplikasi HTel, aplikasi Lapor dan lain sebagainya).  

Agar tercapainya tujuan ini maka perlu dukungan dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto dan Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang 

dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin), 

mengingat sinkronisasi antar aplikasi pada Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan tugas dan Fungsi dari 

Pusdatin.  

Selanjutnya untuk menjamin keberlanjutan inovasi, 

juga perlu dilaksanakan evaluasi dan pemeliharaan 

(maintenance) terhadap aplikasi Sistem Pengelolaan Warkah, 

Buku Tanah dan Surat Ukur (SILOKA_BTS) Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jeneponto secara berkala sehingga 

apabila ditemukan hambatan dan kendala dalam 

pengoperasian aplikasi tersebut dapat segera diketahui dan 

dicarikan solusinya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi Aksi Perubahan yang 

telah dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jeneponto, dapat disimpulkan hal–hal sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan Aksi Perubahan “Modernisasi Teknologi 

Informasi Warkah Melalui SILOKA_BTS (Sistem Pengelolaan 

Warkah, Buku Tanah dan Surat Ukur) Yang Berbasis Digital 

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto” yang 

dilaksanakan dalam periode off class sejak tanggal 30 Maret 

2022 sampai dengan 5 Juni 2022 telah berjalan dengan baik 

berkat dukungan dari semua pihak terutama oleh Mentor 

dan Tim Kerja;  

2. Keberhasilan dari Aksi Perubahan ini juga tidak terlepas 

dari peran stakeholder serta adanya komunikasi, koordinasi 

dan kerjasama yang telah diterapkan terhadap semua pihak 

yang mendukung kegiatan ini;  

3. Dengan adanya aplikasi SILOKA_BTS (Sistem Pengelolaan 

Warkah, Buku Tanah dan Surat Ukur) Yang Berbasis Digital 

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto memberikan 

kemudahan bagi pengelolah warkah dalam pencarian data 

warkah serta mengetahui mobilitas warkah. 

B. Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam 

rangka keberlanjutan aksi perubahan ini antara lain :  

1. Komitmen dari pimpinan untuk mendukung penuh 

keberlanjutan dari aksi perubahan;  

2. Masih perlu penyempurnaan dan penambahan fitur– fitur 

pada aplikasi sehingga dapat mengakomodasi hambatan 

dan kendala yang mungkin timbul dimasa akan datang; 
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3. Perlu penambahan wawasan dari sisi pengguna aplikasi, 

yang dapat dilakukan melalui pelatihan–pelatihan secara 

rutin dan berkala;  

4. Implementasi aplikasi SILOKA_BTS (Sistem Pengelolaan 

Warkah, Buku Tanah dan Surat Ukur) dapat diterapkan 

pada beberapa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di 

lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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